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1. Bapak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Pemilihan Serentak Tahun 2024
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

3. Tim Kampanye.
(Daftar Terlampir)
di.

tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;
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7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubermnur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota,

9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

10) Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

11)Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi
Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan “Alat peraga
Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara Y,

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan “Alat
peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari
pemungutan suara”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf kUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan ketentuan Pasan 57 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang
pada pokoknya menyatakan “dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal
yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan yang dimaksud dengan
“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas
Kampanye Pemilihan”.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “Penayangan iklan media massa
cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)
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dilaksanakan selama 14 (empat bolas) Harl sebelum dimulainya masa tenang”.
Bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “Partal Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim
Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Soslal paling lambat sebelum
dimulainya masa tenang”.
Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan “Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang”.
Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:
(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubermur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
(2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling
lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.
(3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK
Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
(4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemmur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota
maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK
dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu)

Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakilbupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

(6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK
atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui

Sikadeka untuk dilakukan audit.
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C. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada
Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, dan/atau tim Kampanye agar:

(1) membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;

(2) menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa

tenang;

(3) tidak melakukan kegiatan yang mengarah pa
alisasi, silaturahmi, pentas seni,

da aktifitas kampanye di masa tenang
dengan menamakan kegiatan $0Si kegiatan

keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;

ampanye di media massa cetak, media massa elektronik,

(4) tidak melakukan iklan k
an/atau media daring pada masa tenang;

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
uk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari

ling lambat tanggal 24 November 2024

media sosial, d
(5) menyampaikan Laporan Penerimaan dan
kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunj
setelah masa Kampanye berakhir, atau pa

pukul 23.59 waktu setempat;

atian dan kerjasamanya kami

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perh

ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawasl

2. Arsip

u Provinsi Sumatera Barat
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Lampiran Surat
Nomor : 695/PM.00.02/K.8B-07/1 112024
Tanggal : 20 November 2024

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan

Serentak Tahun 2024

\ NO URUT \ ~ Nama Pasangan Calon

H_YULIANTO, S.H, MM - H. M. I[HPAN
I——

H. DALIYUS K, S.Si, MM - HERI MIHELDI
DI Dt. RAJO BATUAH

3. H_HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNA
— JAILANI AD, SM., MAK. - SYAMSUL BAHRI
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